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SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nmor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan




pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

.Kecamatan  adalah bagian  wilayah  dari daerah

kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai

perangkat Kecamatan.

.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya

disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai
mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

a.

b.

mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat;

mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan
Kelurahan;
menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan
Kelurahan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

(1) LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan
tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berkedudukan di Kelurahan setempat;

c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat
Kelurahan;

d. memiliki kepengurusan yang tetap;

. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
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(3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4
(1) LKK bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
b.ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan
kepada pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1), LKK memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan
Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan
secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong
masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6
(1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
rukun tetangga;
lingkungan;
pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
karang taruna;
pos pelayanan terpadu; dan
lembaga pemberdayaan masyarakat.
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(2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk
LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Rukun tetangga dan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

a. membantu Lurah dalam bidang  pelayanan
pemerintahan,;

b. membantu Lurah dalam menyediakan data
kependudukan dan perizinan; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) Pemberdayaan kesejahteraan keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas
membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga.

(3) Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf d, Dbertugas membantu Lurah dalam
menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan
pengembangan generasi muda.

(4) Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

(5) Lembaga  pemberdayaan  masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas
membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat
terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan
menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Keempat
Pengurus dan Masa Jabatan

Pasal 8
(1) Pengurus LKK terdiri atas:
a. ketua;
sekretaris;
bendahara; dan
bidang sesuai dengan kebutuhan.
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(2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memegang jabatan selama S5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

(3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(4) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya
dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 9
(1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan
bersifat kemitraan.
(2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan
lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK
sebagai mitra Pemerintah atau Kelurahan.
(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada
Camat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11
LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,
tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI MAMUJU,
Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
Cap/ttd

SUAIB
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 28

Disalin sesuai aslinya
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